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KUTIPAN

▪ DUNIA SEMAKIN DINAMIS, INOVASI 

SEBUAH KENISCAYAAN (Prof. Dr. Eko Prasojo, 

Mag.Rer.Publ-Mantan Wakil Menteri PAN)

▪ INOVASI ADALAH KUNCI 

MENANGKAN PERSAINGAN 

GLOBALISASI (Alm. Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA-mantan 

Kepala LAN RI)

▪ INOVASI SEBAGAI TRANSFORMASI 

BUDAYA BIROKRASI (Dr. Adi Suryanto, M.Si-Kepala 

LAN RI)



PERSPEKTIF

▪ Perspektif REGULASI

▪ Perspektif TEORITIS-

AKADEMIK

▪ Perspektif PRAKTIS-

IMPLEMENTATIF

▪ Perspektif POLITIK



UU No. 23 Th. 2014 – Pemerintahan Daerah

Pasal 38

▪ Dalam rangka peningkatan kinerja 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN 

INOVASI

▪ Inovasi adalah SEMUA BENTUK 

PEMBAHARUAN DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH



Pasal 387 – PRINSIP INOVASI

a. Peningkatan EFISIENSI

b. Perbaikan EFEKTIVITAS

c. Perbaikan KUALITAS PELAYANAN

d. Tidak ada KONFLIK KEPENTINGAN

e. Berorientasi kepada KEPENTINGAN UMUM

f. Dilakukan secara TERBUKA

g. Memenuhi NILAI-NILAI KEPATUTAN

h. Dapat DIPERTANGGUNGJAWABKAN hasilnya

TIDAK UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI



PROSEDUR

▪ Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif

DITETAPKAN DENGAN PERKADA

▪ Kepala daerah MELAPORKAN inovasi Daerah 

yang akan dilaksanakan kepada Menteri

▪ Laporan dimaksud  paling sedikit meliputi

CARA MELAKUKAN INOVASI, DOKUMENTASI 

BENTUK INOVASI, DAN HASIL INOVASI YANG 

AKAN DICAPAI



PROSEDUR

▪ Pemerintah Pusat melakukan PENILAIAN terhadap

inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

▪ Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah 

Pemerintah PUSAT MEMANFAATKAN LEMBAGA 

YANG BERKAITAN DENGAN PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN

▪ Pemerintah Pusat MEMBERIKAN PENGHARGAAN 

DAN/ATAU INSENTIF kepada PEMERINTAH DAERAH 

yang BERHASIL melaksanakan inovasi

▪ Pemerintah Daerah memberikan penghargaan

dan/atau insentif kepada INDIVIDU atau PERANGKAT 

DAERAH yang melakukan inovasi



Pasal 389

▪ Dalam hal pelaksanaan

inovasi yang telah menjadi

kebijakan Pemerintah 

Daerah dan inovasi 

tersebut TIDAK MENCAPAI 

SASARAN yang telah

ditetapkan, APARATUR 

SIPIL NEGARA TIDAK 

DAPAT DIPIDANA



Majunya suatu bangsa sangat ditentukan

oleh inovasi yang dilakukan bangsa

tersebut. Untuk itu maka diperlukan

adanya perlindungan terhadap kegiatan

yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh

ASN di Daerah dalam memajukan

Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu

kreativitas Daerah untuk meningkatkan

daya saing Daerah. Untuk itu perlu

adanya kriteria yang obyektif yang dapat

dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah

untuk melakukan kegiatan yang bersifat

inovatif. Dengan cara tersebut inovasi

akan terpacu dan berkembang tanpa ada

kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran

hukum.

Perlu adanya perlindungan kepada

ASN dalam ber-inovasi.

Harus ada kriteria yg obyektif sbg

pegangan dlm melakukan inovasi.

Menumbuhkembangkan inovasi dgn

adanya payung hukum yang jelas.



A B C G E F



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 

TENTANG 

INOVASI DAERAH



BENTUK INOVASI DAERAH

▪ Inovasi tata kelola 

pemerintahan daerah

▪ Inovasi pelayanan

publik

▪ Inovasi daerah

lainnya (sesuai dengan

urusan pemerintahan

yang menjadi

kewenangan daerah)



Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

▪ Inovasi dalam 

pelaksanaan manajemen 

Pemerintahan Daerah 

yang meliputi TATA 

LAKSANA internal 

dalam pelaksanaan 

FUNGSI MANAJEMEN 

dan PENGELOLAAN 

UNSUR MANAJEMEN



Inovasi Pelayanan Publik

▪ Inovasi dalam

penyediaan pelayanan 

kepada masyarakat 

yang meliputi proses 

pemberian pelayanan

barang/jasa publik dan 

inovasi jenis dan bentuk 

barang/jasa publik.



Inovasi Daerah lainnya

▪ Segala bentuk

inovasi dalam 

penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

yang menjadi

kewenangan

Pemerintah Daerah



KRITERIA INOVASI DAERAH

▪ Mengandung pembaharuan seluruh

atau sebagian unsur dari inovasi

▪ Memberi manfaat bagi daerah danf

atau masyarakat

▪ Tidak mengakibatkan pembebanan

dan/atau pembatasan pada

masyarakat yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan

▪ Merupakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah

▪ Dapat direplikasi



USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

▪ Kepala Daerah

▪ Anggota DPRD

▪ Aparatur Sipil Negara 

(ASN)

▪ Perangkat Daerah 

▪ Anggota Masyarakat



MUATAN INISIATIF

▪ Bentuk inovasi daerah

▪ Rancang bangun inovasi

daerah dan pokok

▪ Perubahan yang akan

dilakukan

▪ Tujuan inovasi daerah

▪ Manfaat yang diperoleh

▪ Waktu uji coba inovasi

daerah

▪ Anggaran (jika diperlukan)



DIBAHAS OLEH TIM INDEPENDEN 

▪ Dibentuk secara insidental pada saat

dibutuhkan untuk dinyatakan layak

atau tidak layak

▪ Tim independen beranggotakan unsur 

perguruan tinggi, pakar, dan/atau

praktisi sesuai dengan kebutuhan.

▪ Tim independen dalam membahas 

inisiatif Inovasi Daerah 

dikoordinasikan oleh kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi

penelitian dan pengembangan



INISIATIF DPRD

▪ Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari

anggota DPRD dituangkan dalam proposal 

Inovasi Daerah

▪ Proposal Inovasi Daerah dibahas dan

ditetapkan layak atau tidak layak dalam

rapat paripurna DPRD

▪ Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas

dan ditetapkan layak dalam rapat

paripurna DPRD disampaikan kepada

kepala Daerah

▪ Perangkat Daerah yang membidangi

penelitian dan pengembangan melakukan

verifikasi kesesuaian proposal  dengan

kriteria Inovasi Daerah 



KESADARAN INOVASI  

KESADARAN 
TENTANG INOVASI 

(Inovation 
Awarness)

KESADARAN 
UNTUK 

BERINOVASI 
(Conciousness to 

innovate)

INOVASI DENGAN 
SENGAJA DAN 

BERKELANJUTAN 
(Intentional 
Inovation)



KEMAUAN

PEMAHAMAN KESADARAN



Common Missunderstanding

Innovation = Breaking the Rules

Inovasi = Melanggar aturan



INNOVATION FOR THE SAKE OF 

HUMAN WELL-BEING

▪ Sprit inovasi : melakukan 

perbaikan untuk 

KEMASLAHATAN 

MANUSIA



One Agency One Innovation 

▪ One Agency One Innovation merupakan
gerakan yang mendorong Kementerian/ 
Lembaga/ Pemerintah Daerah,BUMN, BUMD 
---- mengembangkan PALING TIDAK SATU
INOVASI SETIAP TAHUNNYA. 

▪ Sarana pertukaran pengalaman antar
instansi melalui promosi, benchmarking, 
transfer program/praktik inovasi

▪ Upaya peningkatan secara berkelanjutan
kualitas dan kinerja pelayanan publik
sebagai upaya percepatan reformasi
birokrasi



Service Reform : 

Pelayanan Publik

Percepatan RB: 

One Agency, One Innovation

INOVASI

PELAYANAN PUBLIK

PELAYAN PUBLIK YANG 

PRIMA DAN 

BERKELANJUTAN

KEBIJAKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

In-house ReformREFORMASI BIROKRASI



▪HIGH TECH ?

▪HIGH COST ?

▪HIGH RESOURCE ?



Top 99 Inovasi - 2016

One Stop Service Toilet (OSST)

SMKN 3 Wonosari Gunungkidul



OSST

▪ Toilet SMKN 3 Wonosari sama dengan 
toilet pada umumnya. 

▪ Namun ada perbedaan karena 
disediakan kotak kecil berisi PEMBALUT 
WANITA dan CELANA DALAM 
WANITA. 

▪ Satu pembalut dihargai Rp 1.000 dan 
celana dalam Rp 5.000. 

▪ Tidak ada penjaga. Para siswa 
diberikan kesempatan untuk 
mengambil, membayar, dan mencatat 
transaksi mereka sendiri --- melatih 
KEJUJURAN



PUSKESMAS

▪ JEMPOL MANCEP : LAYANAN 

CEPET - CEPAT TUNTAS TANPA 

KERTAS
▪ Puskesmas Sumberasih Kabupaten 

Probolinggo



▪ Finger Simpustronik 

merupakan aplikasi yang 

mengintegrasikan 

fingerscan dalam software 

simpustronik. 

▪ Teknologi fingerscan sebagai sarana untuk melakukan 

identifikasi pasien. 

▪ Budaya masyarakat yang memiliki nama ganda, tidak 

lagi menjadi persoalan. Fingerscan mengidentifikasi 

secara tepat walaupun pasien tidak membawa kartu 

identitas.



▪ Melalui teknologi ini, yang 

teridentifikasi sidik jari otomatis 

terdaftar sebagai calon pasien. 

▪ Siapa yang menancapkan 

jempolnya lebih dulu akan 

mendapat pelayanan awal. 

Harapan masyarakat untuk 

mendapat layanan yang adil 

dapat terpenuhi. 

▪ Baik tua, cacat atau buta aksara 

memperoleh kemudahan yang 

sama.30’ – 60”



PENGHAMBAT INOVASI



HANYA MELAKUKAN 
RUTINITAS – MERASA 
TIDAK PERLU ADA 
INOVASI



TIDAK TAHU/TIDAK 

SADAR POSISI DAN 

PERAN STRATEGIS-NYA 

DI ORGANISASI



CENDERUNG 

MENYALAHKAN SISTEM 

TANPA MEMPERHATIKAN 

ASPEK MANUSIA-NYA



LEBIH SUKA PADA 

SIMBOL-SIMBOL 

DIBANDING KUALITAS 

YANG SESUNGGUHNYA



KEBIASAAN UNTUK 

MENGATAKAN 

“TENANG BELANDA 

MASIH JAUH”



SINDROM 

“NOT MY PROBLEM”

“NOT MY MISTAKES”

“NOT MY FAULT”

LEBIH SUKA MENYALAHKAN 
ORANG LAIN



TIPOLOGI INOVASI PELAYANAN

INOVASI

PRODUK 
LAYANAN

PROSES 
LAYANAN

METODE 
LAYANAN

KEBIJAKAN

SARANA 
DAN 

PRASARANA



INDIKATOR LEVEL

JENIS INOVASI

Gagasan orisinal (baru sama 

skali)

Sebagian gagasan baru

Replikasi dengan 

modifikasi/adaptasi

Replikasi tanpa modifikasi



INDIKATOR LEVEL

CAKUPAN MANFAAT 

INOVASI

Bermanfaat bagi

stakeholders/pengguna

Bagi organisasi secara keseluruhan

Sebagian dari Unit di organisasi

Terbatas pada unit yang 

bersangkutan



INDIKATOR LEVEL

KEJELASAN 

TAHAP INOVASI

Keterkaitan antara perubahan (inovasi) dengan hasil 

yang diharapkan dan tahap perubahan tergambar 

secara jelas

Keterkaitan antara perubahan (inovasi) dengan hasil 

yang diharapkan  tergambar secara jelas tetapi 

milestone (tolok ukur waktu) tidak jelas

Keterkaitan antara perubahan  tergambar secara jelas 

tetapi milestone (tolok ukur waktu) tidak dirumuskan 

Keterkaitan antara perubahan (inovasi) dengan hasil  

tidak tergambar dengan jelas



INDIKATOR LEVEL

PETA 

STAKEHOLDERS’

(PARA PIHAK 

TERKAIT)

Semua stakeholders’ baik kontra maupun pro

tergambar jelas

Peta stakeholders’ tidak mencakup semua 

stakeholders’, potensi resistensi dan dukungan 

tergambar dengan jelas

Peta stakeholders’  mencakup semua 

stakeholders’, potensi resistensi dan dukungan 

tidak tergambar dengan jelas

Peta stakeholders’ tidak mencakup semua 

stakeholders’, potensi resistensi dan dukungan 

belum tergambar dengan jelas



MENGUKUR DAMPAK ....

DAMPAK TERHADAP 

MASYARAKAT

DAMPAK TERHADAP 

PEMERINTAH

ideal

Bukan

inovasi

tinggi

tinggirendah



BERKELANJUTAN …..

▪ Sudah berjalan pada kurun waktu tertentu dan

terus berproses ke arah lebih baik

▪ Memperlihatkan dampak yang nyata

▪ Mendapat dukungan regulasi yang memadai

▪ Pengalokasian sumber daya yang memadai : 

anggaran, sdm, waktu, dsb

▪ Dukungan/partisipasi masyarakat (pemangku

kepentingan) tinggi

▪ Telah menjadi sumber pembelajaran bagi 

internal maupun eksteral



ramliyanto@yahoo.com

081 333 855 333


